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ABSTRAK

KONFLIK POLITIK DAN HUKUM DALAM LEGISLASI PERATURAN DAERAH
BERNUANSA KEAGAMAAN DI KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Ananta Firdaus. NIM /80311020031 Konflik Politik Dan Hukum
Dalam Legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan Di
Kalimantan Selatan. Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan
Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., pada Program Studi Ilmu Syariah
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tahun 2025

Kata kunci: Konflik politik, konflik hukum, peraturan daerah, perda bernuansa
keagamaan, pluralisme.

Penelitian ini mengkaji dinamika konflik politik dan hukum dalam proses
legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Fenomena
meningkatnya jumlah Perda bernuansa keagamaan, yang bertujuan memperkuat
nilai moral masyarakat, berpotensi memicu konflik politik dan hukum jika tidak
dikelola secara inklusif dan transparan. Permasalahan utama yang diangkat adalah
bagaimana konflik antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses
legislasi Perda tersebut, serta bagaimana praktik mitigasi konflik dapat menjadi
panduan dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik politik dan
hukum antara pemerintah pusat dan daerah terhadap legislasi Perda bernuansa
keagamaan di Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi praktik mitigasi yang
efektif guna menjaga harmoni sosial dalam bingkai negara hukum yang menjunjung
prinsip keadilan dan kebhinekaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara,
observasi, serta studi dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan terkait
legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Sementara
itu, data sekunder bersumber dari literatur akademik, artikel ilmiah, serta hasil
penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi Perda bernuansa keagamaan
memiliki potensi memperkuat nilai moral masyarakat, namun juga menjadi pemicu
konflik politik dan hukum. Konflik politik muncul ketika Perda dijadikan alat
politik untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan lokal, sementara konflik hukum
terjadi akibat ketidaksesuaian Perda dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi
manusia yang dijamin konstitusi. Praktik mitigasi yang efektif meliputi penguatan
peran lembaga keagamaan, dialog lintas agama, serta koordinasi yang lebih erat
antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses legislasi Perda.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan
kebijakan daerah yang berbasis pada prinsip pluralisme, toleransi, dan keadilan
sosial, serta menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi
yang mampu menjaga harmoni sosial tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.



ABSTRACT.

POLITICAL AND LEGAL CONFLICTS IN THE LEGISLATION
OF RELIGION-BASED REGIONAL REGULATIONS
IN SOUTH KALIMANTAN

Muhammad Ananta Firdaus. NIM /80311020031 Political and Legal Conflicts
in the Legislation of Religiously Nuanced Regional Regulations in South
Kalimantan. Supervisors: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., and Dr. H.
Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., at the Sharia Sciences Graduate Program,
UIN Antasari Banjarmasin, Year 2025.

Keywords: Political conflict, legal conflict, regional regulation, religiously
nuanced bylaws, pluralism.

This research examines the dynamics of political and legal conflicts in the
legislative process of religiously nuanced regional regulations (Perda) in South
Kalimantan. The increasing number of Perda aimed at strengthening the moral
values of society has the potential to trigger political and legal conflicts if not
managed inclusively and transparently. The main issues addressed include how
conflicts between the central and regional governments influence the legislation of
these Perda and how conflict mitigation practices can serve as a guideline for
promoting pluralism and tolerance.

The objective is to analyze the impact of political and legal conflicts between
the central and regional governments on the legislation of religiously nuanced Perda
in South Kalimantan and to identify effective mitigation practices to maintain social
harmony within the framework of a rule-of-law state that upholds justice and
diversity.

This research employs an empirical legal method with a sociolegal approach.
Primary data is obtained through interviews, observations, and the examination of
legal documents, regional regulations, and reports related to the legislation of
religiously nuanced Perda in South Kalimantan. Meanwhile, secondary data comes
from academic literature, scholarly articles, and relevant previous research.

The findings reveal that the legislation of religiously nuanced Perda has the
potential to strengthen society’s moral values, yet it also acts as a catalyst for
political and legal conflicts. Political conflicts arise when Perda are used as political
tools to consolidate local power legitimacy, whereas legal conflicts emerge due to
inconsistencies between these Perda and the principles of the rule of law and human
rights enshrined in the constitution. Effective conflict mitigation practices include
strengthening the role of religious institutions, fostering interfaith dialogue, and
enhancing coordination between the central and regional governments in the Perda
legislative process.

This research provides significant contributions to the development of
regional policies based on the principles of pluralism, tolerance, and social justice.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam disertasi ini berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158
tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik di

bawah)

& Kha Kh ka dan ha
N Dal d De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
B! Ra r er
B Zai z zet
o Sin S es




g Syin sy es dan ye
= Sad S es (dengan titik di bawah)
U= Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di
bawah)

& ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
¢ Gain g ge

- Fa f ef

S Qaf q ki

K Kaf k ka

J Lam 1 el

a Mim m em

O Nun n en

s Wau w we

R Ha h ha

. Hamzah ¢ apostrof

¢ Ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Xi



Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah a a
- Kasrah i i
E Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
RS Fathah dan ya ai adanu
. _9_5:;_ O Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- u.]g— kataba
- JS—J— fa'ala
- J.].mg suila
- dJS’ kaifa
- J_—9>— haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
G| Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
_9_5;. Dammah dan wau 0 u dan garis di atas
Contoh:

- JB5 qala

- Gt rama
- JJ_Q_ qﬂa

; JﬁS)LS— yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

_ Jibll 425357 raudah al-atfal/raudahtul atfal

- Ojgunﬂ CULS.\QH al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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—o

- dalbo talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

) J")” Ue:f:s nazzala

- ol albirr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan
dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ._B;j] ar-rajulu
- ;JQJ i al-qalamu
- uu.oj | asy-syamsu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

2 8 o _—

- BO0OT wkhuzu
-8 d\-w— syai’un
- sgl U” an-nau’u

- U!-:ZIIIZ% inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- \Sd)| )]| i gﬁjd I’ U!i}' yif?' Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

lblu).o 3 l&|).o 4U| ,mu Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
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yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Sl 0 dle w3l Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- PD )" O aj' Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahtm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.
Contoh:
- B \,,S‘ijb 3923 I Allaahu gaftirun rahim
lf‘kst )y:]| Jﬁ Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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